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ABSTRAK
Dewasa ini, tata kelola pemerintahan menjadi sorotan utama publik, dalam menilai kinerja dari pemerintahan yang sedang berjalan. Tanpa disadari masyarakat membutuhkan pemerintahan yang transparan, layanan publik yang baik, serta berbagai wujud nyata lainya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa. Perkembangan dunia teknologi secara tidak langsung mendukung tercapainya tujuan tersebut, melalui e-government. Berbagai program kerja pemerintah dapat berjalan dengan baik dengan adanya dukungan teknologi. Salah satu bentuk e-government yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan adalah Integrated Financial Management Information System (IFMIS) oleh kementrian keuangan Indonesia. Dengan metodologi studi pustaka serta kasus-kasus yang ada terkait dengan IFMIS, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara lebih mendalam mengenai IFMIS itu sendiri, serta memberikan saran dalam pengembangan IFMIS agar semakin baik.
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PENDAHULUAN 

Tata kelola pemerintahan saat ini menjadi sorotan utama publik dalam menilai kinerja pemerintahan yang sedang berjalan. Transparansi dalam penggunaan anggaran belanja Negara, pajak ataupun proyek lainya yang terkait keuangan Negara menjadi salah satu kebutuhan public. Terutama dengan semakin maraknya tindak korupsi dan kecurangan lainya yang dilakukan oleh berbagai oknum aparatur Negara di hampir setiap kementrian yang ada di Indonesia. E-government menjadi salah satu solusi dalam mewujudkan transparasi tersebut. Dengan adanya dukungan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan Negara, dan membuat segala sesuatunya berjalan terotomatisasi tentunya akan sulit dilakukan kecurangan di dalamnya. 

Atas keberhasilan Kementrian Keuangan Indonesia dalam menata infrastruktur sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, terutama dalam mendukung komunikasi, baik antara pemerintah dengan masyarakat, bisnis ataupun antar pemerintah. beberapa waktu yang lalu memperoleh penghargaan e-government Indonesia (PeGI) dari Kementrian Komunikasi dan Informatika. Selain itu Kementrian Keuangan juga memperoleh penghargaan lainya seperti FutureGov Asia Pasific Award 2013 dan sebagainya. 
Reformasi birokrasi yang terjadi dalam Kementrian Keuangan menjadi titik tolak berbagai program dan perubahan yang dilakukan. Penyempurnaan proses bisnis dan peningkatan kualitas layanan menjadi salah satu pilar dalam reformasi birokrasi. Kesadaran yang tinggi dari Kementrian Keuangan akan besarnya dukungan IT dalam meningkatkan kompetensi serta kualitas layanan berujung pada integrasi bertahap yang dilakukan dalam mencapai Integrated Financial Management Information System (IFMIS) pada tahun 2015.


IFMIS bukanlah sebuah bentuk e-government baru, tetapi beberapa Negara sudah menerapkanya terlebih dahulu, salah satuny adalah Amerika Serikat melalui Departement of Homeland Security, Federal Emergency Management Agency’s (FEMA) dengan IFMIS yang berbasiskan web. Penerapan IFMIS yang sudah berhasil dilakukan oleh pemerintah Amerika dapat menjadi contoh yang baik bagi pemerintah Indonesia, agar dapat mengulang kesuksesan yang sama.

Dalam perubahan yang terjadi akibat reformasi birokrasi serta pengembangan IFMIS tersebut, tentunya memerlukan berbagai persiapan, serta change management yang baik. Tidak sedikit tantangan yang akan di hadapi oleh Kementrian Keuangan dalam implementasi dan merealisasikan rencana tersebut. Persiapan yang harus dilakukan pemerintah Indonesia khususnya Kementrian Keuangan baik dari segi arsitektur yang dibutuhkan, dukungan teknologi, staff ahli, bahkan perubahan terhadap budaya kerja yang telah berlangsung selama ini menjadi kendala yang cukup besar.  
Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai bentuk e-government  yang diterapkan pada Kementrian Keuangan, serta informasi terkait IFMIS itu sendiri, serta pengimplementasianya di dalam program Kementrian Keuangan. Sehingga dengan adanya sistem informasi tersebut, pengelolaan keuangan di Indonesia akan semakin baik dari segi transparansi, pelaporan dan sebagainya. Metodologi yang digunakan adalah melalui studi literatur dari berbagai jurnal, textbook, intenet, serta berbagi studi kasus-kasus yang pernah terjadi terkait dengan IFMIS.
LANDASAN TEORI
E-government menurut Rusli adalah cara bagaimana pemerintah dalam memberikan pelayanan melalui elektronik, contohnya seperti melalui internet, jaringan telepon genggam, komputer, serta media multimedia lainya. Melalui pengembangan e-goverment ini, seiring denganya dilakukan pula penataan terhadap sistem manajemen informasi dan aktvitas dalam pelayanan publik serta mengoptimalkan pemanfaatan dari teknologi informasi dan komunikasi (Rusli, 2004). 
Sementara itu, menurut Forman, e-government secara lebih spesifik lagi yakni penggunaan teknologi digital untuk mentransformasi kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian layanan kepada masyarakat. (Forman, 2005). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa e-governemnt adalah layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah melalui media elektronik. Ruang lingkup dari e-government antara lain yaitu interaksi antara :

1. Pemerintah dengan masyarakat (G2C-government to citizens)
2. Pemerintah dengan perusahaan atau bisnis (G2B-government to business enterprises)
3. Pemerintah dengan pemerintah negara lain misalnya (G2G (government to government)-inter-agency relationship). 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia reformasi adalah perubahan besar secara mendadak atau drastis untuk perbaikan baik di bidang politik, ekonomi, ataupun sosial di dalam suatu Negara atau masyarakat. Sedangkan Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi adalah perubahan besar secara drastis dalam sistem pemerintahan.
Integrated Financial Management Information System (IFMIS) adalah sistem akuntansi dan budjeting yang berbasikan IT untuk pengelolaan pengeluaran, proses pembayaran, budgeting dan laporan untuk pemerintahan ataupun organisasi lainya. IFMIS menggabungkan banyak fungsi pengelolaan keuangan ke dalam sebuah perangkat lunak.  (Janssen)
Menurut Cory Jannsen, IFMIS dapat meningkatkan pengelolaan keuangan organisasi melalui kemampuan sebagai berikut :

1. Peningkatan dalam pengelolaan kas, utang dan kewajiban.

2. Kemampuan dal
am menggunakan informasi yang bersifat historical, untuk menyediakan proses pemodelan anggaran yang lebih baik.

3. Mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk transaksi keuangan

4. Peningkatan dalam efisiensi pembuatan keputusan.

PEMBAHASAN

Kementrian Keuangan RI telah menjalankan fungsinya semenjak masa penjajahan Belanda, meskipun dengan nama yang berbeda. Departemen Keuangan secara resmi terbentuk pada kabinet presidensial pertama RI, yang kemudian berubah nama menjadi Kementrian Keuangan pada tahun 2009. Dalam rangka mendukung program pemerintah, meningkatkan proses dan aktivitas bisnis yang diselenggarakan sehari-hari, maka Kementrian Keuangan memilih untuk menggunakan dukungan IT di dalamnya. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam  pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Kementrian Keuangan antara lain :

1. Pengembangan ICT (Information and Communication Technology) yang terintegrasi di dalam lingkungan Kementrian.
2. Pengembangan yang didukung oleh SDM yang berkompeten dan professional.

3. Pengembangan sistem teknologi informasi yang handal, dengan adanya tingkat ketersediaan dan keamanan yang tinggi.

4. Mewujudkan Integrated Financial Management Information System.  (PUSINTEK, 2014)
Berdasarkan informasi yang tertera pada situs resmi Kementrian Keuangan RI, disebutkan bahwa tugas utamanya adalah menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan Negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Tentunya cakupan wilayah kerjanya berskala nasional yaitu dari pemerintahan pusat sampai dengan daerah di seluruh Indonesia. Setiap kebijakan yang terkait dengan keuangan dan kekayaan Negara akan dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan.

Selama ini pelayanan yang diberikan oleh pemerintah memberikan kesan yang kurang baik bagi masyarakat. Seringkali dianggap terlalu berbelit-belit dan sengaja diperlambat, banyaknya tindak kecurangan seperti suap, dan bentuk KKN lainya. Kementrian Keungan mencoba untuk mengubah pandangan masyarakat tersebut dengan tetap berupaya memberikan layanan terbaik dan penanganan lainya. Serta dalam rangka memdukung terbentuknya e-government berdasar instruksi Presiden RI No,3 tahun 2003 tanggal 9 juni 2003, maka banyak hal yang dilakukan oleh Kementrian Keuangan antara lain :
A. Reformasi Birokrasi Kementrian Keuangan
Reformasi birokrasi pada kementrian keuangan merupakan salah satu faktor pendorong terbentuknya rencana pengembangan Integrated financial management information system serta perubahan lainya yang dilakukan secara bertahap. Diawali adanya harapan untuk menjadi institusi pemerintah yang lebih melayani, akuntabel dan transparan. Reformasi tersebut dimulai sejak tahun 2006, dan terus-menerus dijalankan sampai dengan hari ini. Reformasi terkait dari sisi persiapan anggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Negara. Berikut adalah figur yang menggambarkan bentuk reformasi yang dilakukan oleh Kementrian Keuangan.
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Gambar 1 Reformasi Birokrasi Kementrian Keuangan RI

(Sumber: http://www.kemenkeu.go.id/Page/profil-reformasi-birokrasi)

Untuk memperoleh kepercayaan publik yang optimal, dilakukan reformasi dari segi internal Kementrian Keuangan yang dibagi ke dalam 3 pilar utama yaitu :

1. Penataan organisasi

Penataan organisasi adalah salah satu bagian dari proses organization reinventing yang sudah dimulai Kementrian Keuangan sejak tahun 2002. Selain itu disertai dengan spesifikasi fungsi organisasi sehingga diharapkan mampu memberikan layanan publik yang baik dan kualitas kebijakan yang semakin meningkat. Untuk mendukung proses tersebut dilakukan pembentukan subdirektorat pelaporan keuangan, pembentukan bagian Umum/ tata usaha pada masing-masing pusdiklat dan sebagainya. Agar tercipta organisasi yang efisien, efektif, akuntabel, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 
2. Penyempurnaan proses bisnis
Dalam penyempurnaan proses bisnis, dimulai dengan analisis evaluasi jabatan dalam Kementrian Keuangan. Dimana analisis tersebut tidak berkaitan dengan prestasi individu melainkan terkait tugas pokok yang ditetapkan dalam organisasi. Dengan adanya evaluasi jabatan dapat dijadikan dasar perbaikan sistem remunerasi (total kompensasi yang diterima pegawai sebagai imbalan dari jasa yang diberikan). Ada beberapa faktor dalam pemeringkatan jabatan yaitu input seperti kemampuan teknikal dan managerial, output tingkat otoritas dan dampak jabatan, dan sebagainya.
Selanjutnya penetapan SOP (Standard of Procedure). SOP sendiri dibentuk agar tidak timbul variasi di dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang dapat menganggu kinerja secara keseluruhan. Disamping itu SOP dapat memberikan kepastian hukum dan transparansi bagi seluruh stakeholder. Pelaksanaan SOP tidak terlepas dari pengawasan dan evaluasi untuk terus dikembangkan, sehingga menghasilkan pelayanan publik yang optimal. 

Terakhir adalah analisis beban kerja yang dilaksanakan dengan menganalisis perbandingan jam kerja efektif setiap pegawai per tahun untuk melakukan pekerjaanya. 
3. Peningkatan disiplin & manajemen SDM
Beberapa upaya peningkatan yang dilakukan antara lain, 

a. diklat (pendidikan dan latihan) untuk meningkatkan soft competency dari para pegawai.

b. Assessment center, adalah suatu proses sistematik untuk menilai kompetensi perilaku individu yang dipersyaratkan bagi keberhasilan dalam pekerjaan, dengan menggunakan beragam metode dan teknik evaluasi, serta dilaksanakan oleh beberapa assessor, serta diterapkan kepada lebih dari 1 orang.  (Pembangunan Assessment Center, 2010)
c. Penyempurnaan pola mutasi, meliputi perpindahan pejabat vertical, horizontal ataupun diagonal. Dengan beberapa pertimbangan aspek seperti prestasi kerja, peringkat jabatan, kelengkapan administrasi dan sebagainya.

d. Penegakan disiplin, setiap unit dengan karakteristik masing-masing kemudian menyusun kode etik pegawai negeri sipil, baik dalam bersikap dan berperilaku. Apabila ada pegawai yang melanggar maka akan dikenakan sanksi yang dibagi menjadi 3 tahapan yaitu ringan seperti tegoran lisan, sedang, dan hukuman berat.

e. Peningkatan SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) yang sudah dikembangkan sejak tahun 1982. Sistem tersebut awalnya terpusat, namun berganti menjadi terdistribusi dan terpecah ke masing-masing eselon. 
Dimana ketiga pilar tersebut didukung dengan penataan peraturan perundangan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat, pelayanan publik yang baik serta monitoring dan evaluasi terhadap seluruh fungsi yang dijalankan Kementrian Keuangan.
B. Proses System Development Life Cycle Kementrian Keuangan
Salah satu bentuk tindak lanjut dari reformasi birokrasi yang telah dilakukan, dilakukan pula perubahan dari segi pengembangan teknologi informasi di lingkungan kementrian. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No.351/KMK.01/2011 maka diputuskan tahapan proses SDLC yang dilakukan di lingkungan Kementrian Keuangan yaitu :

1. Analisis kebutuhan sistem informasi
Pada tahan pertama, dilakukan pengumpulan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh para pemilik proses bisnis dalam menjalankan bisnis, terutama terkait kebutuhan sistem informasinya. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap prioritas dari kebutuhan tersebut, apakah diperlukan pengembangan dan sebagainya. Apabila dirasa perlu dilakukan pengembangan maka dilakukan analisa lebih rinci terhadap spesifikasi dan komponen pendukung lainya yang diperlukan seperti anggaran dan waktu kerja pengembangan. Setelah itu baru diajukan untuk disetujui dilakukan pengembangan.

2. Perancangan sistem informasi

Setelah disetujui, maka dibentuk tim proyek yang akan melakukan pengembangan. Tim tersebut akan melibatkan pejabat dari pihak Kementrian Keuangan. Penyusunan rancangan rinci baik dari segi aplikasi sampai dengan basis data yang akan digunakan nantinya. Rancangan tersebut tentunya harus diberikan kepada pemilik proses bisnis kembali, untuk disetujui.

3. Pengembangan sistem informasi

Pengembangan sistem terkait dengan aplikasi, basis data, sampai dengan jaringan dan infrastruktur lainya, sehingga sistem informasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Termasuk di dalamnya pembuatan dokumen petunjuk penggunaan, instalasi, serta materi pelatihan yang akan diberikan kepada pengguna.
4. Pengujian sistem informasi

Sistem informasi yang sudah selesai dikembangkan, akan dilakukan pengujian terlebih dahulu sesuai dengan rencana dan scenario yang sudah disusun. Dokumentasi hasil pengujian akan dianalisis kembali, sampai sistem tersebut dipastikan bebas bug. Dokumentasi akhir akan diberikan kepada pemilik proses bisnis untuk disetujui. Apabila tidak disetujui maka dilakukan peninjauan ulang pada proses sebelumnya. 
5. Implementasi sistem informasi

Implementasi dilakukan di lingkungan operasional, kemudian diberikan pelatihan dan pengetahuan kepada para pengguna. Setelah itu akan ada pendampingan selama jangka waktu tertentu terhadap pengguna dalam pengoperasian sistem. 

6. Tinjauan pasca implementasi sistem informasi

Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap hasil dari sistem informasi yang sudah berjalan, apakah sesuai dengan harapan dan telah memenuhi kebutuhan. 

7. Penjaminan mutu
Penjaminan mutu dilakukan secara berkala, dan hasil laporanya akan diberikan kepada pemilik proses bisni.


(PUSINTEK, 2014)

SDLC yang sudah ditetapkan akan menjadi acuan dalam setiap pengembangan aplikasi di lingkungan Kementrian Keuangan, dimana ke tujuh proses yang sudah diuraikan sebelumnya harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Diyakini dengan proses pengembangan yang tepat dan didukung infrasturktur serta SDM yang baik maka akan menghasilkan sistem atau aplikasi yang lebih optimal. Penyusunan dokumentasi juga menjadi salah satu sorotan dalam keseluruhan SDLC. Dikarenakan jumlah pegawai yang banyak, dan tingkat mutasi atau perpindahan pekerja cukup tinggi, diperlukan dokumentasi yang rinci untuk setiap aplikasi dan sistem yang dikembangkan. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI, dokumentasi rinci tersebut mencakup rancangan antar muka (user interface) berdasarkan pemisahan fungsi tugas, rancangan laporan ataupun dokumen lainya, rancangan kendali internal untuk otorisasi dan validasi, rancangan keamanan logic dan sebagainya.
Arsitektur IT di dalam Kementrian Keuangan akan digambarkan pada figure di bawah ini 
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Gambar 2 Arsitektur IT Kementrian Keuangan

(Sumber: PUSINTEK, 2014)

Masing-masing layer memiliki tanggung jawab dan fungsi yang berbeda. Terutama pada core system layer yang berfungsi mendukung proses bisnis pada eselon 1 dalam menyediakan data, core system, dan integration modul. Security layer akan tetap berada di setiap layer yang ada, karena data-data keuangan yang sangat penting, maka keamanan harus terus ditingkatkan, dan dilakukan pengawasan contohnya end-point security, secure gateway dan sebagainya. 8 layer tersebut juga didukung oleh system management layer yang terdiri dari support sevice dan delivery service. Berikut adalah fungsi dari ke 8 layer dalam arsitektur Kementrian Keuangan :

1. Platform layer, untuk menyediakan perangkat-perangkat pendukung infrastruktur IT.

2. Network layer, mengatur fungsi jaringan, sehingga sistem dapat saling berkomunikasi, bertukar data, dan dapat diakses dimanapun selama terhubung dengan jaringan.

3. Common system layer, menciptakan keselarasan dalam kebutuhan fitur fungsionalitas dari IT

4. Data layer, pusat pengelolaan berbagai jenis data yang ada di dalam sistem contohnya data operasional dan sebagainya.

5. Integration layer, membentuk fungsi integrasi di dalam service oriented architecture.

6. Core system layer, akan menjadi pendukung utama unit eselon 1.

7. Common application layer, guna menyediakan berbagai aplikasi umum yang digunakan, contohnya office suite.
8. Presentation layer, terkait dengan tampilan layar atau user interface yang diakses pengguna.
Arsitektur yang ada saat ini, sebenarnya sudah cukup mendukung dalam reformasi birokrasi Kementrian Keuangan. Tetapi terdapat beberapa kendala pada penyelanggara tata kelola TIK seperti dalam perumusan kebijakan yang terkadang kurang tepat, belum adanya pengembangan SDM yang maksimal, dan sebagainya. Untuk itu dilakukan banyak training dan pelatihan yang diberikan bagi pegawai serta persiapan lainya agar siap dengan sistem baru yang diterapkan. Selain itu disusun berbagai modul pembelajaran, dan artikel-artikel yang ditulis pada website resmi Kementrian Keuangan, sebagai informasi kepada masyarakat maupun kepada internal tentang status pengembangan bertahap tersebut.
C. Integrated Financial Management Information System
IFMIS merupakan sebuah sistem informasi yang mentracking seluruh kegiatan keuangan dan merangkup seluruh informasi terkait keuangan (USAID, 2008). IFMIS menyimpan, mengelola, dan membuat akses kepada informasi keuangan menjadi sangat mudah. Berikut adalah fungsi dari IFMIS pemerintah yang dijalankanya 
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Gambar 3 IFMIS dan Siklus Pengelolaan Keuangan Publik

(Sumber: USAID, 2008)

Inti utama dari IFMIS adalah General Ledger, yang menjadi buku utama bagi setiap transaksi lainya. Selain itu komponen penting lainya adalah pengelolaan kas termasuk di dalamnya rekonsiliasi bank dan pencatatan IFMIS. Pengelolaan hutang, untuk memonitoring pembayaran dan memastikan bahwa jumlahnya sesuai dengan tagihan yang diberikan. Serta pengelolaan piutang.
IFMIS yang diselenggarakan secara bertahap pada Kementrian Keuangan dimulai dengan beberapa aplikasi atau sistem skala yang lebih kecil seperti contohnya SPAN, SAKTI dan aplikasi lainya. Aplikasi tersebut dibentuk dengan tujuan yang sama, yaitu pencapaian IFMIS. Beberapa hal yang menyebabkan munculnya pengembangan SPAN dan SAKTI yaitu :
1. Digunakanya aplikasi-aplikasi terpisah dalam mengelola keuangan, sehingga hasilnya tidak akurat, dan berbeda-beda satu dengan yang lain.

2. Terjadinya peluncuran aplikasi berulang dalam jangka waktu yang dekat, seperti perbaikan atau update feature terbaru.

3. Masih adanya ketergantungan pada personal. Sistem yang dibentuk belum mampu berjalan secara maksimal. Sehingga staff terkait masih menjadi kunci utama dalam menjalankan sistem.

4. Tingkat keamanan yang rendah.

5. Infrastruktur IT belum dikembangkan dengan baik dan di sebagian SATKER masih belum memadai.  (Supriyanto, 2012)
Berikut adalah penjelasan rinci mengenai SPAN dan SAKTI, kedua aplikasi tersebut sampai saat ini dianggap solusi terbaik untuk memecahkan masalah yang ada dalam lingkup Kementrian Keuangan.
1. SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) yang merupakan perubahan terbesar dalam moderenisasi penganggaran dan perbendaharaan. Tujuan dilaksanakanya reformasi di bidang sistem perbendaharaan menurut PMK No. 276 tahun 2008 antara lain :

a. Mengendalikan anggaran Negara, asset dan kewajiban pemerintah pusat.

b. Menyediakan informasi komprehensif dan dapat dipercaya
c. Tersedianya sistem pelaporan manajerial tentang operasi keuangan pemerintah yang komprehensif, dapat diandalkan dan realtime.
d. Terwujudnya tahapan transisi penerapan sistem akuntansi dari cash basis ke accrual basis. Dengan berbasis pada pengakuan maka penerimaan dan pengeluaran akan dicatat saat transaksi terjadi (real time). 

e. Terlaksananya pelayanan kepada publik yang lebih efisien. (sumber: http://kppnmajene.com/index.php/span/15-span/11-apakah-itu-span)

Cakupan SPAN lebih dari 22.000 satuan kerja yang tersebar di berbagai wilayah dan penglelolaan dana APBN yang mencapai 1.510 triliyun. SPAN sendiri merupakan sistem dengan platform ERP (Enterprise Resource Planning) dengan sistem database yang terpusat dan terhubung secara online. Beberapa infrastruktur yang harus dipersiapkan dalam pengembangan SPAN antara lain :

1. Data Center dan Data Recovery Center yang akan menjadi awal implementasi infrastruktur SPAN secara keseluruhan.

2. Cabling Installation. Karena SPAN akan diakses secara online maka arsitektur jaringan dan sistem perkabelan menjadi salah satu komponen utama untuk mendukung SPAN.

3. Wide Area Network Installation, diperlukan untuk menghubungkan setiap LAN yang ada, karena Kementrian Keuangan sendiri memiliki cakupan wilayah kerja yang luas, dan tersebar di beberapa daerah ataupun kabupaten kota.

Pengimplementasian SPAN diuraikan ke dalam 3 pilar utama, yaitu penyempurnaan proses bisnis, teknologi informasi dan manajemen perubahan dan komunikasi. Proses bisnis yang selama ini berjalan di Direktoren Jendral Anggaran dan beberapa unit kerja lainya akan diselaraskan dengan modul-modul yang ada di dalam SPAN. Terdapat 3 modul utama yaitu Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Akuntasi dan Pelaporan. Dimana ketiga modul tersebut akan terbagi dalam beberapa sub modul. Sedangkan dari segi teknologi informasi program akan dibuat secara khusus berdasarkan best practice di bidang anggaran yang sudah sukses diterapkan di organisasi lainya.

Terakhir, tentunya dengan adanya SPAN akan merubah aktivitas kerja yang selama ini diterapkan. Sehingga manajemen perubahan dan komunikasi akan menjebatani para stakeholder dan mempersiapkan mereka untuk menerima cara kerja baru. Jika mereka kesulitan atau bersikap apatis terhadap SPAN maka dikhwatirkan akan menjadi hambatan untuk mencapai hasil yang maksimal. Implementasi SPAN menggunakan aplikasi COTS yang merupakan bagian dari Oracle Financial Management, dan dengan database Oracle Database 11g. Penggunaan SPAN juga disertai user management untuk mengelola hak akses pengguna dalam aplikasi SPAN.
SPAN memiliki beberapa keunggulan antara lain :

1. Integrasi Data, dikarenakan SPAN menggunakan platform ERP dan database yang terpusat, maka hanya diperlukan satu kali entry, otomatis data akan tersimpan. Sehingga SPAN dapat menjadi pusat data yang diakses oleh bagian atau aplikasi lain sesuai kebutuhan.

2. Online, dapat diakses secara online oleh seluruh pengguna, kapanpun dan dimanapun selama terhubung dengan internet. Hal tersebut menciptakan fleksibilitas dalam lingkungan kerja di Kementrian Keuangan. Memungkinkan pegawai saat bertugas di tempat lain untuk tetap dapat mengakses SPAN.
3. Perubahan prosedur kerja, dengan SPAN banyak pekerjaan yang dapat dilakukan secara otomatis, sehingga mengurangi beberapa prosedur manual, dan merampingkan proses-proses yang dulunya terkesan berbelit-belit dalam memberikan pelayanan.

4. Penyempurnaan prosedur kerja, terkait dengan proses yang sudah berjalan dengan baik, ditingkatkan lagi efektifitas dan efisiensinya. Sehingga layanan yang diberikan semakin optimal.
5. Perubahan sistem aplikasi, adanya SPAN yang sudah terpusat, mungkin mengurangi aplikasi-aplikasi kecil lainya yang sebelumnya digunakan di Kementrian Keuangan. 
6. Penyempurnaan Sistem, sistem tersebut dibentuk secara terintegrasi satu sama lain, sehingga memudahkan pertukaran data dan sebagainya antara unit kerja yang ada. Evaluasi terhadap sistem berjalan juga dilakukan untuk memastikan bahwa sistem memberikan value yang sesuai dengan harapan.
7. Perubahan organisasi, dengan SPAN diharapakan akan membentuk budaya kerja serta organisasi yang semakin baik perkembanganya, baik dari segi pelayanan yang diberikan ataupun proses-proses internal yang ada dalam organisasi.

Implementasi aplikasi SPAN tidaklah berjalan dengan mulus. Beberapa tantangan dihadapi oleh Kementrian Keuangan dan yang terutama adalah merubah pola pikir dan cara kerja dari kurang lebih 40000 pekerja. Selain itu bentuk pencatatan accrual yang diterapkan pada SPAN belum sesuai dengan kondisi pemerintah saat ini. Dimana prinsip akuntasi yang digunakan masih cash basis, dan transisi ke accrual baru akan diterapkan di tahun 2014. 
Dari segi keamanan, SPAN dilindungi dengan proses enkripsi dan dekripsi, kemudian terdapat Disaster Recovery Center yang ditempatkan di Surabaya, sebagai backup apabila terdapat masalah pada server yang ada di Jakarta. Server pada SPAN terdapat 3 jenis yaitu :

1. Server production, yaitu server utama dalam implementasi SPAN, antara lain EBS dan Hyperion.

2. Server demilitarized zone, semacam server interface agar SPAN dapat diakses oleh pihak lain.

3. Server Development, digunakan untuk testing dan bentuk pengujian aplikasi SPAN lainya.

Kemudian adanya mekanisme maker & checker. Dimana setiap transaksi akan dilakukan oleh minimal 2 orang, yang 1 sebagai pembuat transaksi dan orang kedua akan menyetujui transaksi tersebut. Sehingga dengan pemisahan wewenang tersebut, akan mengurangi tindak kecurangan. SPAN juga menyediakan interface dengan beberapa eksternal sistem seperti perbankan, SAKTI, Hyperion dan legacy system. Dari setiap keunggulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa kelemahan dari SPAN yaitu :
1. Adanya penggunaan otentifikasi secara digital yaitu dengan password. Hal tersebut dinilai masih kurang aman.

2. Metode pembayaran yang diterima oleh sistem tidak mencakup seluruh pengguna. Mungkin dapat dilengkapi dengan metode pembayaran lain, seperti cash, check dan sebagainya.
Disebutkan bahwa pada IFMIS digunakan pendekatan secara menyeluruh mengenai pengelolaan keuangan Negara dapat digambarkan dengan adanya proses bisnis yang saling terkait. Dampaknya adalah kemudahan dalam komunikasi dan pertukaran data, mengurangi redudansi karena sudah tersimpan terpusat, dimulai dari perencanaan anggaran, pelaporan audit dan sebagainya. Yang menjadi komponen utama dalam SPAN adalah Chart of Account, dimana oracle akan menempatkan kode tersebut ke dalam struktur yang dijadikan dasar pengecekan laporan keuangan. Setiap account akan di assign ke dalam account number. Dimana nomor tersebut akan disisipkan ke dalam data, dan pengelolaan laporan. Tanpa adanya kecerdasan dalam perancangan CoA maka informasi tidak dapat disimpan atau diakses dengan tepat. Kemudian terdapat juga konsep balancing segments sebagai penyeimbang chart of account. Dengan begitu pengawasan dan kroscek dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem SPAN.
2. SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yaitu aplikasi untuk mendukung perencaaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di tingkat kementrian dan lembaga. Aplikasi ini akan terdiri dari banyak modul dan submodul, antara lain : Modul anggaran, komitmen, bendahara, pembayaran, asset tetap, persediaan, general ledger dan pelaporan, administrasi, SPAN SMS, dan portal SPAN. Ada beberapa hal yang membedakan SAKTI dengan aplikasi lainya yaitu :

a. Menggunakan database terpusat

b. Tingkat keamanan yang tinggi dengan adanya proses enkripsi dan dekripsi terhadap ADK (Arsip Data Keuangan) yang sifatnya confidential.

c. Dapat diinstal di beberapa OS komputer

d. Lebih mudah dalam penggunaan

e. Dapat dijalankan di komputer dengan spesifikasi yang sederhana

f. Kinerja dari aplikasi konsisten

(SAKTI - Sistem Aplikasi Tingkat Instansi, 2012)
SAKTI akan menggantikan aplikasi SATKER yang selama ini digunakan. Salah satu kelebihanya adalah akan ada bentuk komunikasi baru antara SATKER dengan KPPN dalam bertukar informasi. Dimana dapat menggunakan portal dan SMS SPAN yang sudah terintegrasi. Kemudian dari segi proses kerja, maka dalam pemeriksaan keaslian tanda tangan pejabat tidak perlu lagi secara manual, tetapi para pejabat akan diberikan pin rahasia sebagai pengganti tanda tangan. SAKTI menerapkan arsitektur 3 layer, yaitu memisahkan antara cliet, application, dan database layer. SAKTI menggunakan bahasa pemograman JAVA, dikarenakan beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh JAVA seperti multiplatform (dapat digunakan dalam OS apapun), sudah menerapkan konsep OOP (Object Oriented Programming), memiliki library yang lengkap, dan memudahkan para programmer, serta dapat mengatur penggunaan memori. Gambar dibawah ini akan menjelaskan alur dari proses yang dilakukan menggunakan aplikasi SAKTI. 
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Gambar 4 Proses pada SAKTI

(Sumber: http://www.kppnjambi.org/index.php/component/content/article/35-pd/455-sistem-aplikasi-keuangan-tingkat-instansi-sakti-aplikasi-terintegrasi-the-best-and-the-fastest-solution.html)

Pengguna pada SATKER akan mengakses modul-modul pada SAKTI dengan melakukan login terlebih dahulu. Untuk dapat mengakses ADK (Arsip Data Keuangan) dan sebagainya dibutuhkan PIN.  Apabila pin tidak sesuai maka tidak dapat mengakses ADK ataupun portal yang terhubung dengan SPAN. Setlah tindakan dilakukan maka update status akan dimunculkan. Setiap tindakan yang dilakukan akan terhubung dengan server, dan SPAN sebagai pusat data terintegrasi.
Guna memastikan implementasi berjalan dengan efisien, dan pengawasan yang baik dalam penggunaan sumber daya financial dapat digunakan centralized treasury management yang sudah menjadi praktek umum dilakukan. Treasury Single Account (TSA) adalah cara yang efektif untuk menjaga kas operasional tetap balanced. TSA merupakan account yang terhubung dengan keseluruhan tranksaksi yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya pembayaran, dan berguna mengontrol transaksi keuangan tersebut. Berikut adalah proses eksekusi budget dengan menggunakan TSA :

1. Budget Preparation
Perencanaan dan persiapan anggaran yang akan di keluarkan oleh pemerintah, seperti contohnya APBN
2. Budget Autosation management
3. Comitment of funds
Komitmen dalam pendanaan dan juga anggaran yang sudah ditetapkan bersama, untuk dilaksanakan dan dilakukan pengawasan, sehingga penggunaan anggaran tepat sasaran.
4. Receipt and payments management
5. Cash management
Pengelolaan kas Negara, terutama dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan Negara.
6. Debt and ODA management
7. Budget review and fiscal planning
Fiscal planning adalah perencanaan bisnis yang berjalan sesuai dengan tahun keuangan fiscal. terdiri dari beberapa aktivitas yaitu mengelola anggaran sistem, mempersiapkan penelitian khusus dan mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan keuangan, menyiapkan permintaan anggaran, kompilasi pendapatan dan pengeluan Negara, dan sebagainya.  
8. Audit and evaluation
Audit adalah pemeriksaan laporan keuangan suatu organisasi atau lembaga yang disajikan dalam laporan tahunan oleh organisasi atau pihak independen. Laporan keuangan tersebut meliputi neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas dan sebagainya. Auditor akan mengidentifikasi dan menilai resiko dari setiap kegiatan yang tercantum dalam laporan keuangan. Selain itu melakukan control internal dan memastikan bahwa organisasi sudah memiliki alternative untuk mengurangi kemungkinan resiko yang ditemukan.
TSA proses sendiri akan lebih banyak berperang pada proses 3 sampai dengan 5 yaitu berfokus pada cash management, yang kemudian terbagi lagi menjadi beberapa level. 

IFMIS di setiap pemerintahan Negara diterapkan dengan cara yang berbeda-beda, diseuaikan dengan proses administrasi dan pelaporan keuangan yang berlaku di masing-masing Negara. Beberapa tahapan umum yang dilakukan dalam implementasi IFMIS yaitu :

1. Persiapan dan penyampaian atas analisis dan hasil penilaian kebutuhan awal dalam pemerintahan, khususnya Kementrian Keuangan di Negara tersebut.

2. Pengumpulan kebutuhan atau persyaratan dari spesifikasi sistem yang akan dibangun.

3. Perancangan dan penyampaian chart of accounts yang dibuat seragam, dan disepakati bersama.

4. Persiapan, dan penyusunan prosedur untuk sistem baru tersebut, serta pendistribusian informasi ke seluruh stakeholder.
5. Evaluasi pengadaan software hardware.

6. Integrasi sistem, pengujian dan implementasi aplikasi, dan dipastikan dapat berjalan dengan optimal.

7. Evaluasi selama pelaksanaan proyek, dan hasil dari proyek sesuai, apakah sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan tahapan umum diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi IFMIS akan memerlukan sumber daya yang banyak, dan waktu yang cukup panjang. Integrasi sistem yang kompleks dan mencakup banyak modul, menjadi salah satu tantangan dalam implementasi. Karena besarnya effort yang diberikan, maka penerapan IFMIS diharapkan berhasil dan memberikan dampak yang optimal. Ada beberapa langkah yang merupakan best practise dalam membantu memastikan keberhasilan dari pelaksanaan proyek IFMIS tersebut, yaitu :

1. Penilaian Kebutuhan 

Merupakan penilaian komprehensif terkait apa yang dibutuhkan dan apa yang ingin dicapai oleh lembaga. Analisis anggaran yang dihabiskan pada tahun-tahun sebelumnya, rencana, dan pelaksanaan yang sudah berjalan. Historical analysis, menjadi kebutuhan penting dalam proses penilaian ini. Birokrasi yang tidak fleksibel di beberapa Negara atau lembaga menjadi hambatan dalam struktur internal dalam memperkenalkan IFMIS secara keseluruhan.
2. Pembuatan RoadMap
Roadmap adalah pemetaan strategis untuk merubahan kebutuhan menjadi sebuah solusi, bagaimana menangani setiap tahapan, menetapkan tujuan dan milestone untuk setiap tahap. Roadmap akan menjadi tolak ukur dari proses implementasi IFMIS. Ada beberapa jenis roadmap yaitu jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Roadmap juga harus ditinjau secara berkala, karena waktu implementasi IFMIS yang cukup panjang, dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan structural atau kebijakan di dalam masa waktu implementasi. 
3. Modifikasi pendekatan tender
Mempersiapkan tender, merupakan langkah selanjutnya setelah roadmap selesai dibuat. Beberapa komponen instalasi yang perlu diperhatikan antara lain, intellectual input, software, hardware, training dan support. Pendekatan tender dalam implementasi IFMIS dapat mengatasi beberapa hambatan yang mungkin terjadi, sehingga dapat membangun dengan jelas dan kemudahan dalam pengaturan standard agar dapat memenuhi objective lembaga atau Negara.
4. Implementasi

Pada tahap ini biasanya memerlukan tim yang terdiri dari project manager, public finance economist, qualified accountant, change management/ training expert, IT system expert dan logistic expert. Anggota tim tersebut harus memiliki kemampuan dan memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan, dan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian diperlukan dukungan penuh dari steering committee dalam pengawasan progress dari proyek IFMIS. Peranan utama dari steering committee adalah memastikan bahwa setiap masalah dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, serta memastikan keputusan yang diambil berdampak baik bagi proyek, bukan malah menjadikan proyek gagal di implementasi. Prose testing juga termasuk di dalamnya, memastikan solusi IFMIS sudah bekerja dengan baik, sebelum semakin banyak sumber daya dan effort yang terbuang sia-sia.
Untuk mencapai terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas baik, maka diperlukan beberapa strategi yaitu komitmen seluruh pekerja, dukungan sistem akuntasi standard, peningkatan SDM dalam bidang keuangan, dilakukan pemantauan tingkat lanjut, pengawasan yang baik dari pemerintah, dan pengembangan dari segi quality assurance. Di dalam pengembangan IFMIS bertahap tersebut terdapat komponen yang cukup penting di dalamnya, namun tidak terlibat secara langsung, yaitu change management and communication (CMC). CMC memilik peranan untuk :

1. Mengantisipasi timbulnya masalah dengan adanya implementasi aplikasi-aplikasi baru

2. Mengantisipasi masalah akibat resistensi terhadap perubahan

3. Pembuatan rencana dan pengawasan pada proses implementasi

4. Memastikan bahwa para stakeholder siap dan mampu melaksanakan tugasnya menggunakan cara kerja atau sistem yang baru.

5. Pembuatan rencana untuk menjaga sistem tersebut.
D. Masalah dalam penerapan e-government
Berbagai bentuk pengembangan aplikasi dan sistem telah dilakukan oleh Kementrian Keuangan, dengan memanfaat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Tetapi banyak pihak yang masih meragukan, terciptanya good corporate governance hanya dengan pengimplemetasian berbagai aplikasi canggih dan otomatisasi penyelenggaraan pemerintah. Karena dibalik lambatnya proses bisnis yang berjalan selama ini, terdapat beberapa masalah pokok utama yang harus diperhatikan. Gambar dibawah ini memaparkan beberapa masalah pokok yang menghambat perkembangan e-government. Diharapkan pemerintah dapat mengatasi masalah ini terlebih dahulu, agar pengembangan di bidang teknologi tersebut tidak terkesan sia-sia.
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Gambar 5 Masalah Pokok dalam Penerapan e-government
Ada 3 bagian utama yaitu budaya, model kepemimpinan dan keadaan infrastruktur saat ini. Dari segi budaya, seperti yang kita ketahui bersama kesadaran masyarakat teutama para pegawai negeri sipil terhadap pentingnya teknologi dan e-government sangatlah minim. Ditambah dengan mindset yang tertanam selama ini, membuat mereka sulit untuk menerima perubahan. Sebagian besar sudah berada pada zona nyaman dalam melakukan pekerjaanya. 
Pada segi model kepemimpinan di Indonesia, yang menegakkan otonomi daerah, terkadang membuat masing-masing daerah merasa memiliki kewenanangan yang melebihi pemerintah pusat dalam pengelolaan di daerahnya. Selain itu adanya peraturan perundangan yang rancu, atau pasal yang saling bertentangan dapat juga dijadikan alasan dalam menolak adanya perubahan. Disertai dengan alokasi anggaran yang mungkin tidak merata dan tidak ditempatkan pada komposisi yang benar. Seperti anggaran untuk penelitian di bidang IT sangatlah kecil.

Untuk infrastruktur, masih banyak daerah yang infrastrukturnya masih belum memadai, untuk diterapkan berbagai bentuk aplikasi baru. Ditambah dengan anggaran daerah di bidang tersebut cukup minim, sehingga diperlukan pembangunan infrastruktus secara merata, terutama pada satuan kerja Kementrian yang cakupan wilayahnya luas, agar integrasi menjadi tidak terhambat, dan penyebaran informasi merata.
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. E-government menjadi salah satu kebutuhan utama yang harus diterapkan di dalam pemerintahan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang baik, transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama pada lingkup Kementrian Keuangan.
2. Beberapa perubahan terkait proses bisnis dan layanan yang diberikan Kementrian Keuangan berawal dari reformasi birokrasi yang dilakukan untuk mendukung keputusan Presiden menerapkan e-governement.
3. Teknologi memberikan peranan penting dalam membantu terciptanya e-governement yang berjalan dengan baik.
4. Pengembangan IFMIS merupakan salah satu bentuk komitmen Kementrian Keuangan dalam menjalankan reformasi birokrasi yang dilakukan. IFMIS tersebut dilakukan secara bertahap dengan beberapa perubahan seperti pembentuk SPAN, penataan undang-undang, dan perbaikan dari segi SDM serta budaya kerja. Aplikasi yang dibentuk sudah cukup baik, dan dapat mendukung terciptanya IFMIS.
5. IFMIS menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, terintegrasi dan meminimalkan berbagai bentuk kecurangan yang selama ini sering terjadi dalam pemerintahan Indonesia. 
Saran yang dapat penulis berikan terhadap reformasi birokrasi dan pengembangan yang bertahap untuk menciptakan IFMIS adalah :

1. Reformasi birokrasi harus terus dipertahankan oleh Kementrian Keuangan, bukan hanya sekedar menjalankan keputusan Menteri tetapi di tanamkan ke dalam setiap pegawai melalui sosialisasi, training dan penyebaran informasi lainya.
2. Mengingat bahwa aplikasi-aplikasi dalam mendukung IFMIS akan digunakan oleh banyak satuan kerja, dengan karakteristik user yang sangat beragam, maka sebaiknya dibuat dengan UI dan cara penggunaan yang simple  dan user friendly, sehingga memberikan kemudahan bagi seluruh pengguna.

3. Penyelesaian masalah pokok yang menghambat perkembangan e-government di Indonesia, harus menjadi perhatian pemerintah, selain fokus pada pengembangan teknologi lainya.
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